MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019

Tentang

Pengujian Formil Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Pemohon : Sidik, dkk.
Jenis Perkara :  Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara . Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para
Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 66/PUU-XVII/2019
mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-
Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6396) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan
kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat perihal penarikan kembali permohonan
Nomor 66/PUU-XVII/2019 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Rabu, 25 November 2020



Ikhtisar Ketetapan

Para Pemohon adalah para advokat yang mengajukan permohonan
pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada
tanggal 11 November 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon
dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Mahkamah telah memberikan nasihat
kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Selain itu, Mahkamah
telah pula menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda
pemeriksaan perbaikan permohonan dan mengesahkan bukti para Pemohon pada
tanggal 25 November 2019. Selanjutnya Mahkamah telah menyelenggarakan sidang
pleno dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden pada tanggal 8
Januari 2020 dan pada tanggal 22 Januari 2020;

Pada tanggal 3 November 2020, Mahkamah Konstitusi menerima surat
bertanggal 3 November 2020 dari para Pemohon yang menyatakan pencabutan
perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian formil Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”.

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 November 2020 telah
menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara
Nomor 66/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan karenanya para Pemohon
tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya
menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 66/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan
Pengujian Formil Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Nomor 66/PUU-XVII/2019 dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para
Pemohon.



